
 

 

51 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, M. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo. 

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). (2021). Berita Statistik Sistem 

Pembayaran Indonesia Triwulan II-2021. Jakarta: ASPI. 

Buana, L. C., & Widiatmoko, N. (2019). PENGARUH KEPATUHAN SATKER 

PADA INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) 

TERHADAP PENYALURAN DUKUNGAN ANGGARAN 

BINOPSLAT. Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayan. 

Bungin, B. M. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan 

Publik,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

Cahyono, T. (2016). Statistik Deskriptif (Analisis Univariat). Purwokerto: 

Yayasan Sanitarian Banyumas (Yasamas). 

djpb. (2021, Januari 18). Data Publikasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Diambil 

kembali dari djpb.kemenkeu.go.id: 

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi-

djpb/kartu-kredit-pemerintah-kkp.html 

Dosen Pendidikan. (2022, Februari 13). Diambil kembali dari 

www.dosenpendidikan.co.id: 

https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/ 

Merdeka. (2018, Juli 12). Merdeka.com/ekonomi. Dipetik 11 26, 2021, dari BI: 

Transaksi non tunai bisa cegah korupsi, pencucian uang dan terorisme: 

https://www.merdeka.com/uang/bi-transaksi-non-tunai-bisa-cegah-

korupsi-pencucian-uang-dan-terorisme.html 

Munte, D. H. (2017). ANALISIS PENGARUH SISTEM PEMBAYARAN NON 

TUNAI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. Medan: 

Universitas Sumatera Utara. 

Novitasari, T., & Halim, A. (2020). Analisis Implementasi Kartu Kredit 

Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di 

Wilayah Kerja KPPN Magelang). Accounting and Business Information 

Systems Journal. 

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta. 



 

 

52 

 

Rinaldi, A., Novalia, & Syazali, M. (2020). Statistika Inferensial Untuk Ilmu 

Sosial dan Pendidikan. Bogor: IPB Press. 

Salim, & Syahrum. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: 

Citapustaka Media. 

Triola, M. F. (2015). Essentials of statistics. Amerika Serikat: Pearson Education. 

Warjiyo, P., & Solikin. (2003). Kebijakan Moneter di Indonesia. Jakarta: PPSK 

BI. 

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara. 

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara. 

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Kementerian Negara. 

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Kementerian Keuangan RI. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Kementerian Keuangan RI. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan. 

Kementerian Keuangan RI. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah. 

Kementerian Keuangan RI. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan 

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. 

Kementerian Keuangan RI. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharan. 

 


